PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAFRAH KOTA MAGFTLANG
NOMOR 5 TAHUN 2001
TENTANG
BANGUNAN DAN IZIN MENDIRTIKAN BANGUNAN

n

DENGAN RATINAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang  : a. bahwa laju perkembansan pembaneunan Daerah di Kota
Magclang  vang ditkuti  dengan  perkembangan  pendirian
bangiinan perlu  ditingkatkan  pencaturannva  searah dengan
Rencana Tata Ruane Wilavah Kota (RTRWE).

0. bahwa Peraturan Dacrah Kotamadva Daerah Tingkat IIMagelang
Nomor 268 lzhun 1978 fentang Bunsunan  dan Perumahan
Rotamadva  Daerali Tinghat I Mazclane, sudah  udak sesuai
dengan perkembangan pembangunan vang ada -

¢. bahwa untuk melaksunakan penyesuwian lersebul butir a dan b
diatas dipandang perfn untuk menvusun  dan menetapkan
cembali Peraturan Dacrah Kota Magelang tentane Bancunan dan
Izin Mendirkan Bangunan - ' L

F

Mengmgat ¢ 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang  Pembentukan
Naerah Daerah Koia Kecil dalam lingkunean Propmsi Jawa
Timur. Jawa Tengah dan Jawa Barat -

? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
( 1.embaran Negara Repubhk indoncsia Tahun 1974 Nomor 65
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046 )

3 Undang-tindang  Nomor 13 Tahun 1980  tentane  lalan
{( Lembaran Negara Repubhik Indonesia Tahun 1980 Nomor R3.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186 )i

4. Undang-undang ... ..
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4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana ( Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 1981

Nomor 70. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209) -

LS

- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 (entang Perumahan dan
Pemukiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 992

i Nomor 23, Tambahan [cmbaran Ncgara Rcepublik Indoncsia
| Nomor 3469):

6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor Bl
Tambahan I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501 )

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang DPengelolaan
Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tuhun 1997 Nomor 68. Tumbuhun Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3699 ) :

8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemenntahan
Daerah ( T.embaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahuan
Lembaran Negara Nomor 3839 ) :

9. Pcraturan Pcmenntah  Nomor 23 Tahun 1982 tentang Inigasi
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 22 )

10 Peraturan Pemenntah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan
( Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 19835 Nomor 37.
Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 3293 ) -

11.Peraturan Pemenintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis
Mengenar Dampak Lingkungan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 42, Tumbahan Lembuarun Negara
Republhik Indonesia Nomor 3338 ) ¢

|2.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Magelang Nomor
4 Tahun 1998 lenlane Rencana Tala Ruang Wiluvuh Kola
Kotamadva Daerah Tingkat [I Magelang:

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN

Menctapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
BANGUNAN DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BABI.....
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BAB |
KETENTUAN UMUNM
Pasal |

Dalam Pcraturan Dacrah ini vang dimaksud dengan

a. Dacrah adalah Kota Magelang :

b Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang

¢. Walikota adalah Walikota Magclang .

d. Instansi Tehnis Yang Berwenang adalah Instansi vang ditunjuk

dan diberi wewenang oleh Walikota dan  ditetapkan dengan
Keputusan Walikota -

¢. Bangunan adalah suatu susunan vang berdiri di atas. atau di
dalam tunah dan atau arr secara tetap , vang membentuk ruangarl
lerbatas sebagian atau seluruhnva untuk aktifitas manusia. hewan
alau menyimpan barang. -

I. Mendinkan Bangunan adalah mendinkan. memperbarui.
memiperluas, memindahkan  schagian  atau  scluruhnva  suatu
bangunan , termasuk pekerjaan mengeali. menimbun  atau
meratakan - tanah - vang  berhubungan  dengan  pekerjaan
mengadakan bangunan,

t!"-'.'.'l

Merubah  bangunan  adalah pekerjaan mengganti dan  atau
menambah bangunan vane ada. termasuk pekerjaan membongekar
vaiz berhubungan dengan pekerjaan menggant bazian bangunan
lersebut i

b. Merobohkan  bangunan  adalah  memadakan sebagian  atau
seluruh bagian bangunan  ditinjau  dari segi fungsi  bangunan
dan atau konstruks:

t. Gans Sempadan adalah gans khayal vang ditarik pada jarak
tertent scjajar dengan  as 1alan, as suneai, as saluran atan  as
pagar vang merupakan batas antara bagian kapling pekarangan
vang boleh dan vang tidak boleh dibancun bangun-bangunan :

. Koetisten Dasar  Bangunan adalaly  bilangan pokok atas
perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas
Kaplhing pekarangan |

; 7 S < ) ;

K. Koctisien  Lantar Bangunan adalah  bilangan pokok atas
perbandingan anlary jumlah luas lanta; bungunan dengan luas
kaphng . pekarangan ;

I Koelisien  Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari
permukaan tanah Sampar denean tinik teratas darm bangunan
tersebut :

m. Bangunan .....
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m. Bangunan  Permanen adalah bangunan vang ditinjau dari  segi
konstiuksi  dan umur bangunan dinvatakan lebith dan 15 (hma

belas) tahun -

N Bungunan  Semi Permanen adalal bangunan vang ditinjau  dan
segi konstruksi dan wimur bangunan dinvatakan 5 (lima) sampai
dengan 1S (Hma belas) tahun |

) . . * ' &

O, Dangunan Lemporer adalah bangunan vang ditijjau dan segi
konstruksi dan umur bangunan dinyvatakan kurang dan 5 (lima)
tahun -

p. Harga Bangunan adalah harga bangunan menurut perhitungan
analisa vang tclah dipenksa kebenarannva olch Instanst teknis

vang ditunjuk dan diberi wewenang oleh Walikota:

q J“L'Tﬂ I'rotokal Tltama adalah jalan dengan lebar badan jalan lebih
dan & (delapan) meter

r. quan Rolektor adalah jalan dengan lebar badan jalan lebih dari 3
(Lrga) meter sampar dengan 8 (delapan) meter;

s. Jalan Antar Lingkungan adalah jalan dengan lebar badan jalan
sampai dengan 3 (tiga) meter ;
t. I M B adalah Izin Mendinikan Bangunan -

u. P 1 M B adalali Permohonan lzin MendirikanMerubah/
Merobohkun Bangunan |

v. 1P Buadalah Izin Penggunaan Bangunan

w. P 1P B adalah Permohonan 1zin Penggunaan Bangunan -

BAB 11
IKLASIFIKASI BANGUNAN
Pasal 2

(1) Menurut penggunaannva.bangunan  diklasifikasikan sebagu)
berikut;

a. bangunan umum :

b. bangunan perniacaan / jasa -

¢. bangunan pendidikan -

d. bangunan industn ;

¢. bangunan kelembagaan/perkantoran -
[. bancunan rumah tinggeal - |
g. bangunan campuran ;
h. bangunan khusus

bangunan sosial :

B e
v

j. bangunan lain-lain .

(2) Menurut
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(2) Menurut umurnya, bangunan diklasifikasikan sebagai berikut :
a. permanen
b. semi permanen ;
¢, scmentara .

(3) Menurut  wilayahnya. bangunan diklasifikasikan sebagal
benkul :
a. Bangunan di Bagian Wilayah Kota | ;
b. Bangunan di Bagian Wilayah Kota Il ;
¢. Bangunan di Bagian Wilayah Kota III ;
d. Bangunan di Bagian Wilavah Kota IV.

(4) Mcnurut statusnya, bangunan diklasifikasikan scbagai berikut :
a. Bangunan Pemerintah :
b. Bangunan Swasta.

(3) Menurut lokasinya | bangunan diklasilikasikan sebagar benkul ¢
a. Bangunan dipinggir jalan utama protokol;
b. Bangunan dipinggir jalan kolcktor ;
¢. Bangunan dipinggir jalan antar lingkungan .

(6) Mcnurut ketinggiannva, diklasifikasikan scbagai berikut :
a. Bangunan | (satu) lantai :
b. Bangunan 2 (dua) lantas ;
¢. Bangunan 3 (tiga) lantai ;
d. Bangunan 4 (empal) lanlar ke alas.

BAB 111
PERSYARATAN BANGUNAN
Bagian Pertama
Persyaratan Umum Arsitektur
Paragral |
Situasi
Pasal 3

Gambar  situasi perlelakan bangunan harus memual  penjelasan
tentang:

a. Bentuk kapling/pckarangan vang scsuai dengan peta dari Dinas
Pertanahan Kota Magelang:

Nama jalan menuju ke Kapling dan di sekeliling kapling :
Peruntukan bangunan di sekelling kapling ;

Letuk bangunan didalam kapling :

Gans sempadan .

¢ &0 o

f Arah.....
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f. Arah mata angin ;
o  Skala gambar.

o

Pasal 4

Gambar situasi bangunan yang telah disetujui Instansi tehnis yang
berwenang menjadi kelenekapan PIMB.

Paragraf 2
(Garis Scmpadan
Pasal 35
(1) Garis sempadan pondasi bangunan terluar yang sejajar dcqgan
as jalan ( rencana jalan ) / as sungai / as saluran di sckeliling
bangunan ditentukan berdasarkan lebar jalan ( rencana jalan )/

char sungai / lebwr as saluran, fungsi jalan dan peruntukan
Lapling / pekarangan.

(2) Letak  gans sempadan pondasi bangunan terluar  tersebul ayal
(1). bilamana tidak ditentukan lain  adalah  separuh  lebar
daerah milik jalan (damija) dihitung dari tept jalan / pagar.

(3) Untuk  julan keal, letak gans sempadan pondasy bangunan
terluar ditetapkan sekurang-kurangnya 2,5 (dua setengah) meter
dihitung dan tepi jalan/pagar.

(43 Letak garis pondast bangunan terluar pada bagian samping yang
berbatasan  dengan tetangea hilamana tidak  ditentukan  lain
adalah nmimal 2 (dua ) meter dan batas kapling atau dapat
ditentukan atas dasar kescpakatan  tetangga  yang saling
berbatasan.

(5) Garis pondasi  bangunan terluar pada  bagian belakang  vang
berbaltasan dengan telinges ditentukan selelah ﬂ’lt:ﬂt[‘lufh:tiﬂt.:l;l
avat (2) dan (3) serta prosentase luas bangunan terhadap luas
kapling.

Pasal ©

(1) Garis sempadan pagar terluar yang berbatasan dengan jalan
ditentukan benmpitan dengan batas terluar daerah milik jalan.

=% J. ; - Bt e o . . . o
(2) Pagar vang Dberbatasan  dengan jalan  ditentukan linggi

maksimum 1,5 (satu  sctengah) meter  dan permukaan

halamantrotoar dengan bentuk  transparan atau  tembus

pandang.

(3) Guns ...
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(3) Gans lengkung pacar disudut persimpangan jalan ditentukan
dengan ukuran radius serongandengkungan atas dasar fungs
dan peranan jalan.

Pasal 7
(1) Ganis sempadan jalan masuk ke kapling bilamana tidak ditentu-
han fan adalah berympit denean batas terluar waris pagar,

j ) = 1. F 5 i
(2) Penmilik bangunan vang lebih dekat dengan jalan umum wajib
membenkan jalan orang bagi pemmhk pekarangan vang letaknva

lebih jauh dan jalun umum tersebul.

Pasal 8

(1) Gans sempadan cucuran atap teras’iotene terluar atan  cucuran
atap bangunan, vane scjajar dengan jalan bilamana udak diten-
tukan lain adalah minimal 1 (satu meter) dari garis  pondasi
pagar terluar,

(2) Terasloteng tidak dibenarkan diberi dinding sebagai ruang
tertutup.

(3) Teras Loteng bangunan tidak dibenarkan mengarah/menghadap
ke kaplinoe fclangga, tanpa persctujuan tetangea.

(4) Ganis Rowstrukst terluar teraslotenz bangunan  tidak
dibenarban melewati batas pekarangan vang berbatasan dengan
ctangga.

(5) Pembhangunan  sampat  batas  persil  harus memperhatikan
ketentuan-ketentian sebapar benkut -

a. menjamin adanya peredaran udara bersih dan sinar matahari
vang cukup |
b. menjamin adanya keamanan terhadap bahaya kebakaran:

¢. menjamin terhindarnva gangguan terhadap letangga.
Pasal 9

(1) Gans konstruksi lerluar sualu inbs/oversleck vany  mengarah ke
tetangga. tidak dibenarkan melewati batas pekaranean vang
berbatas denegan tetaneea

lﬁ'\‘ & . " z ". X = .1- " - L]
(2) Ruang di bawah tnusoversteck tidak dibenarkan diberi  din-
ding sebagaimana riang tertutup

(3) Apabila garis sempadan bangunan ditctapkan berimpit dengan
garis sempadan pagar. cucuran atap suatu tntis‘oversteck
hares diben talang atau pipa talange sampai ke tanah.

(4) Diarang menempatkan lobang angin ~ ventilasi /jendela pada

dinding vang berbalusan Jungsung dengan telangga.
Fasal IW........
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Pasal 10

(1) Gans pondast terluar bangunan temporer ditentukan berdasarkan
petunguk Instansy Telinis vang berwenang

(2) Bangunan temporer tidak dibenarkan bherubah status menjads
bangunan semi permanen dan permanen.

Pasal 11

(1) Gans pondasi dan gans konstruksi terluar hang_umhanp,ungn
menara air. cubluk septik  tank, kolam atau bangunan lain
sclain bangunan ruang. ditentukan bardasarkan Keputusan
Walikota vang dibuat khusus untuk kepentingan tersebut.

(2) Keadaan bangunan seperti dimaksud ayat 1. tidak dibenarkan
berubah menjadi bangunan ruang, sekahipun hanya berstatus
semenlury.

Pasal 12

(1) Garis sempadan mata air apabila tidak ditentukan lain . adalah
~ sekurang-kurangnya radius 200 (dua ratus) meter dari tepi mata
alr.

(2) Garis sempadan sungai besar diluar pemukiman apabila tidak
ditentukan  lain adalah benjarak sekurang-kurangnva 50 (hma
putuh) meter dan untuk anak sungai 20 (dua puluh) meter
dinkur dari tepi sungai‘anak sungai.

(33 Untuk sungar di kawasan pemukiman. apabila ndak ditentukan
lain. caris sempadan sungai adalah cukup untuk jalan inspeksi
(antara 10-13 meter) dihitung dari tept sungal.

(4 Sempadan saluran air limbah atau air hujan apafhil:_i tidak
ditentukan lamn cukup untuk jalan inspekst sekurang-Kurangnya
5 (lima) meter dari tepi saluran pada kondisi tanah vang relatif
datar dan lebih dan 3 (lima) meter pada kondist tanah lereng.

Pasal |3

: : - M S Tran~ gy (N .
Garis sempadan di sekitar antene Non Directional Beacon (NDD):
. y ' | 1 ' = . = g ¥ ,i“”:“l‘

Apubila tidak ditentvhan jam sanpo: denpan  radius |
ada banzguir

ang hsink

4.
; - _‘T_I % b7 i) ! i
(seribu) mctel dart antene tdak dipL. nellidilhall
banounan melal seperts konstruksy kerangka buja
. lebi ' 40 {empart puluh) meter.

dan lain-lamn vang meiebitht kennggan U tempat

H D datam .
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apabila tidak ditentukan lamn

B In dalam lokas pe srletakan NDB
v benda

1"_i|}_i'~, h!lhl“ _IHI melcl ~ li-i ciel ULI};.!"'I hdl]illll}:lll lir.ll

tumbuh.

Paragrat 3

Tata Ruang Dalam

Pasal 14
(1 .} Bentuk. ukuran dan perlengbapan ruang  harus  memenuh
svarat-svarat kesehatan vang beriaku.
(2) Perlengl apun ruang harus memenithy svarat-syaral keselamalan

umum vang berlaku.

Paraerat 4

Tata Ruang Luar

-

Pasal 15

(1) Scnap kaphng'pekaranegan vang akan didirikan bangunan harus :

a. Direncanakan Lcadaan permukaaan tanahnvyatopografinya
dan untuk selamjutnyva dapat dimintakan keterangan pada
Insians: telinis vang berwenang

b. Mempunyar tempat parkir dengan kapasitas vang memadai
dan irdak memenuin jalan di sekelilingnyva, kecuali kaphng
vang tidak teganzkau roda empat.

(2) Seuap  kuphngpelurangun bilamana memerlukan jembatan
atuu than  untuk  masuk ke dalamnva.  harus  dibuat
herdasarkan petunjuk Instansi tehnis vang berwenang .

(3) Bilamana  kapling pekarangan  berada i hnghungan  vang
belum mempunvat rencana jaringan jalan. harus menyediakan

ialan menuju ke kapling menurin petunjuk Instansi tchnis vang
bq.menang

Paragrat 5 ...
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Paragrat 5
Tata Bangunan

F 3

Pasal 16

(1) Kocefisien Dasar Fangunan (KDB) ditentukan atas dasar
kepentingan  pelestarian lingkungan / resapan air permukaan
tanah dan pencepgahan bahava Kebakaran,

() _l\t.lunnmn KDB pada avat (1) disesuaikan dengan Rencana
lala Ruung  Kota afsu  sesua dengan kelenluan peraturan
perundang-undangan vang berlaku,

| , — IEE T

(3} Untuk  dacrah - dacrah vang belum memiliki Rencana Tata
Ruang apabila  Gdal ditentukan Tain KDB maximum adalah 60
0 f .

o ( enam puluh perseratus).

Pasal 17

(1) Setiap bangunan tidak diperbolehkan menghalang: pandangan
lalu lintas jalan,

(2) Schiap bangunan langsung atau tidak langsung bdak diperboleh-
Kan mengganggu  atau menmmbulkan eancouan keamanan

kesclamatan umom, - kescimbangan  / pelestarian lingkunean
dan kesehatan lingkungan. ) )

(3) Setiap bangunan langsung atau tidak langsung tidak diperkenan-
kan d_!han,gun / berada di atas sungai / saluran / selokan . parit
pengairan.

(4) Setiap  bangunan  diusahakan mempertimbangekan segl-segt
pengembangan  konsepsi  arsitektur bungun:';n tradisional
schingga secara estelika dapal  mencerminkan pcr\hfujudkuﬁ
corak budava setempat.

Paragral 6
Ketinggian Bangunan
Pasal 1R

(1) Tinggt bangunan ditentukan sesuai dengan RUTRK/RIDTRK/
R.im\ sctempat dihitung  dan pcrmukaan lantai dasar hingga
bibir atap bangunan.

(2) Untuk .....
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(2) Untuk masing-masine lokas) vang belum dibuat tata ruangnya
ketinggian  maksimum  bangunan  ditetapkan  oleh Walikota

dengan mempertimbangkan  lebar  jalan  dan  penggunaan
Dangunan.

(3) Untuk bangunan tingei dan bertingkat berlaku Koefisien Lantal
Bangunan (K| B) di masmg-masimg lokas,

Paragraf 7
Kebakaran

1“5.1?111‘ 19

(1) Sehap bangunan unluk permagaan / jasa dan industn harus
memihiky cara, sarana dan  alat / perlengkapan pencegahan ¢
penanggulangan bahava kebakaran  vang  dapat memmbulkan
ancaman jiwa maupun harta yang bersumber dan hstrik, gas,
apt  dan sejenisnva  sesual  dengan  ketentuan peraturan
perundang-undangan vang berlaku.

(2) Setiap  bangunan terscbut diatas harus dilengkapi petunjuk
seLuly j:lu:-:. lentang:

a. cara menvelamatkan din dani bahava kebakaran:
0. cara menghindan bahava kebakarun:

c. cara mengetahu sumber bahava kebakaran:;

d. cara mencegah bahava kebakaran.

Jaragraf 8
Pencegahan Pencemaran

Pasal 20

Schiap  bangunan yang dapal mengancam pencemaran lingkungan
harus memiliki  cara  untuk mengendalikan sumber pencemaran

agar tidak merusak keseimbangan  linekunoan sekitarmnva

sesual peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 9
Perlengkapan Bangunan
Pasal 2]
(1) Setiap  bangunan haius dilengkapi dengan penerangan luar
bangunan secukupnya

24 Satinh "7
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(2) Setiap bangunan atau komplcks bangunan dilengkapi dengan

tang bendera  depgan bentuk, ukuran dan tempat menurut
petunjuk / ketentuan vang berlaku.

(3) Sctiap lmngunan dapat dilcugkapi bangunan pengarnar
terhadap usaha kekerasan atau pengerusakan antara lain teral,
PAgar. pinlu pagar, gardu juga / menara juga.

(4) Sctiap bangunan atau kompleks bangunan dapat dilengkapi
dengan tempat  jemuran  dengan  ketentuan aman  dan
terhindung dan pandangan umum

(3) Setiap bangunan atau komplek bangunan harus dilengkapi
dengan nomor IMB dan 1PB.

(6) Pemberian nomor, ukuran dan penempatannya diatur dengan
Keputusan Walikota

(7) Scuap bangunan dapat diberi ornamen atau hiasan tambahan
vang bercorak budaya daerah atav serasi dengan gaya
arsitektur bangunan itu sendiri dan sesuai dengan lingkungan.

Bagian Kedua
Persyaratan Khusus Arsitektur
Paragraf |
Bangunan Umum

Pasal 22

Yang termasuk golongan ini adalah -

a. Bangunan tempat pertemuan umum yang dipergunakan  untuk
kesenian, olah raga atau perjumpaan sejenisnya |

b. Bungunan lempal pertemuan umum yang dipergunakan untuk
rekreas) umum ;

¢. Bangunan lempat perlemuan umum vang dipergunakan untuk
perpindahan jasa (ranspor(asi / angkulan umum ;

Pasal 23

(1) Setiap bangunan umum harus memiliki pintu bahava dengan
kctentuan Icbar  scdemikian rupa schingga mampu

mengosongkan ruang atau bangunan dalam keadaan penuh
dengan waktu secepatnya,

(2) Setiap bangunan umum harus dapat dyangkau alat pemadam
kebakaran sedekat mungkin.

(3) Setiap .....
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(3) Setiap  bangunan umum harus mempunvai jarak  bangunan
dengan bangunan disekitarnva sekurang-kurangnva 6 (enam)
meter dan 3 (tiga) meter dengan batas kapling.

Paragraf 2

Bangunan Perniagaan / Jasa

Pasal 24
v . vy to o - e
rang termasuk golongan ini adalah -
2. Bangunan tempat dilukukan penjualan jasa .

b. Bangunan tempat dilakukan transaksi jual‘beli secara langsung.
Pasal 25

(1) Setiap bangunan perniagaan !/ jasa dapat diletakkan berderet
dan Dersambung,  dengan ketentuan harus memperhatikan
pencegahan menjalamyva kebakaran dan dan ke banzunan lain.

(2) Sehap bungunuan permaguan ¢ jasa dapal dibungun  dengan
memperhatitkan KIDB dan KLB sesuai dengan Kencana 'lh'-‘ma
Ruang vang berlaku dengan kefentuan bangunan tidak berubah
status kegolongan vang lain.

(3) Setiap bangunan perniagaan / jasa harus memiliki pintu bahava
dengan ketentuan  lebar sedemikian rupa schingga  mampu
mengosongkan ruang atau bangunan dalam waktu secepatnya

(4) Settap bangunan perniagaan harus dapat dijangkau oleh alat
pemadam kebakaran sedekat mungkin.

(3) F’;musungan papan nama atau papan iklan diatur lebih lanjut
didalam Keputusan Walikota atau Peraturan Daerah.

Paragral’3
Bangunan Pendidikan

Pasal 26

Yang termasuk golongan ni adalah

. Semua bangunan tempat dilakukan kegiatan pendidikan formal,
non formal. agama. kejuruan, ketrampilan -

b. Bangunan .....
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b. Bangunan tempat p{:ng{‘-ltﬂﬂan sumber informasi atau data
vang berkaitan dengan kegiatan pendidikan |

¢. Bangunan tempat dilakukan kegiatan pengamatan, penelitian.

perencanaan, perancangan yang berkaitan dengan Kegratan pendi-
dikan.

Pasal 27

(1) Setiap  bangunan  pendidikan harus  mempunyat  jarak
bungunan dengan  bangunan sekitarnya sekurang-Kurangnya 6
(ecnam)  meter dan 3 (tign) meter dengan batas kapling
pekarangan.

(2) Seuap bangunan pendidikan dapat dibangun dengan KDEB dan
KLB sesuai  denpgan Rencana Tata Ruang ¢/ Peraturan
Perundangan vang berlaku.

(3) Setiap  bangunan pendidikan harus memperhitungkan lebar
pintu keluar halaman dan pintu keluar ruang sedemikian rupa
sehingga mampu mengosongkan ruang atau bangunan dalam
wakiu  secepatnya bawk untuk ruang  kelas maupun untuk
laboratorium.

Paragial 4
Bangunan Industn

Pasal 28

Yang termasuk golongan it adalah bangunan yang dipergunakan

unfuk kegiatan

a. Pengolahan bahan mentah, bahan setengah jadi menjadi bahan
jadi dalam jumlah vang banvyak atau terbatas -

b. Penyimpanan barang dalam jumlah banyak atau terbatas :

¢. Pembangkit, penyalur atau pembagi tenaga listrik.

Pasal 29

(1) Setiap bangunan atau komplek bangunan industri  harus
mempunyar Jarak bangunan dengan bangunan  lain
disckitarnva  menurut ketentuan vang berlaku atau minimal 8

(delapan) meter  dan 5 (lima) mecter dari batas kapling /
pckarangan.

(2) Sctiap ... ..
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(2) Setiap bangunan industri apabila tidak ada ketentuan lain
dapat dibangun dengan KDB udak melebihi 60 %6.

(3) Settap  bangunan industri  haruvs dapat dijangkau olech alat
pr_:mudum Kebakaran  sedekat munckin dan memiliki  lebar
pitu keluar halaman dan pintu keluar ruang sedemikian rupa
sehing ey mampu mengosongkan ruangan alau bangunan dalam
waktu secepatnva:

(4) Setiap bangunan atau kompleks bangunan industri harus
memiliki penampungan  air vang  sewaktu waktu  dapat
digunakan untuk  mencegah bahava kebakaran, dengan
kapasitas lampung tertentu.

L

} Sctiap bangunan industyi harus dilengkapi sarana untuk memben
pctun_mk tentang besarnva tingkat bahava terhadap ancaman
Jiwa secara langsung maupun tidak langsung.

(0) Setiap bangunan industii harus dilengkapi dengan sistim pengo-
].:Jlmu imbah sesuai hetentuan vang berlaku dan penghijauan
lingkungan dengan baik.

(7) Th seliap bangunan industn vang dibangun di atas kawasan vang
belum memiliki Rencana ‘lata Ruang wanb merencanakan
dan meclaksanakan  prasarana  lingkungan scsuai pcrunjuk
[nstansi vang berwenang atau instansi teknis vang ditunjuk
Walikota.

Paragraf 5
Bangunan Kelembagaan

Pasal 30

Yang termasuk golongan ini adalah semua bangunan  vang

digunakan untuk kegiatan : *

a. Yang berhubunzan dengan urusan perkantoran -

b. Yang adu hubungunnya dengan bidang kesehatan atau perawalan
sostal

¢. Yang ada hubungannya dengan telekomunikasi

Pasal 31

(1) Sebap  bangunan  kelembagaan  harus mempunval  jarak
bangunan dengan sekitarnva sekurang-kurangnva 8 (delapan)
mcter dan 3 (tiga) metcr dengan batas kapling /' pckarangan.

(2) Setiap ... ..
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g g (1 Kl_‘.,li
(2) Setiap  bangunan kelembagaan dapat dibangun dengan -
tdak melebiln 60 %o atau didasarkan pada Rencana

Ruang vang berlaku.

Paragral 6

Baneunan Rumah Tinggal

Pasal 32 '

Yang  lermasuk  golongan mi adalah semua bangunan  Yang
digunakan untuk tempat tinggal vang berupa !

a. Rumah tunggal ;

b. Rumah kopel ;

¢. Ryimah susun -

d. Rumah bedeng / deret ;

¢. komplek perumahan (real estate).

Pasal 33

(1) Setiup bangunan tempat tinggal dapat dibangun dengan KDB
tidak melebihi 60 %4 atau didasarkan pada Rencana Tata Ruang
vang berlaku

(2) Setiap bangunan yang berimpit dengan pagar samping/belakang
dilarang menyediakan lobang dalam bentuk jendcla atau angin-
angin (ventilasi) mengarah ke tetangga vang dapat menimbulkan
gangguan keleluasaan/ketentraman pribadi tetangga atau  ling-
kungan sekitarnya.

Pasal 34

Bunuunan lempat tnggal vang pelaksanaannva dikelola oleh suatu
badun  dan jumlabnyva cukup banvak, harus memperhitungkan
pertimbangan  fasilitas hingkungan secara layak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan vane berlaku.

Pasal 35

(1} Setiap bangunan tempat tinggal vang dibangun di atas kawasan
vang belum memibiki Rencana Tata Ruane wajtb merencanakan

dan melaksanakan prasarana lingkungan scsuai peraturan
perundang-undangan vang berlaku

k41 X alRS, oo
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(2) Kt‘\\':l_iih:irl perencanaan 5{'11{::11"}1!1}':! ditﬁnggung olch plhﬂk
pemohon 2im,
(3) Kewajiban  pelaksanaan ini akan diatur lebih lanjut  di dalam

peraturan perundangan-undangan vang berlaku.

[Pasal 30

(1) hdak dibenarkan merubah status golongan atau penggunaan
bangunun rumah tineeual tanpa 12 Walikolta,

(2) Perubahun status golongan bangunan hanyva dibenarkan menjad
golongan  bangunan campuran dan untuk selanjutnya diatur

pada pasal 38 Peraturan Daerah i,

Paragraf 7
Bangunan Campuran

Pasal 37

Yang lermasuk golongan i adalah bangunan dengan status induk:
a. Bangunan rumah tingeal ditambah dengan

perdagangan dan jasa ataun industri. (ringan kerajinan) atau

kelembagaan
b. Bangunan umum ditambah dengan :
perdagangan dan jasa atan Kelembagaan
¢ Bangunan industr ditambah dengan ¢
perdagangan dan jasa atau kelembagaan.
d. Bangunan kclembagaan ditambah dengan pcnl;.igangan dan jasa.

¢. Bangunan pendidikan ditambah bangunan umum atau perniagaan
atau kelembagaan.

Pasal 38

(1) Semua bangunan campuran diatur menurut status mnduknya
ditambah status tambahannva vang kemudian menvesuaikan
dengan status induknya bukan sebaliknyva. |

(2) Bangunan tambahan vang dimaksud avat (1) pasal ini, luasnya
irdak boleh lebih besar dan hanounan mduk nva '

(23 Ddadslda ... ..
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(3) Status  tamhahan tidak dibenarkan dirubah tanpa izin Instansi
vang berwenang

PParagraf 8
Bangunan Khusus

Pasal 39

Yang termasuk golongan ini adalah:

a. Semua bangunan milik [Tankam vang diatur secara tersendiri .

b. Semua bangunan  milik badan otorita yang diatur secara
tersendirt ;

¢. Semua bangunan milik Pemerintah Pusat yang bersifat rahasia
dan diatur secara tersendir.

Pasal 40

(1) Pemeriksaan umum terhadap PIMB atau IPB bangunan khusus

dilak ukan oleh Instanst Tekms vang berwenanyg.

(2) Penanggung jawab pembenian izin adalah Walikota  setelah
mendapat saran dan persetujuan dari  instanst teknis yang

herwenang.

Paragraf 9
Bangunan Sosial

Pasal 41

Yane termasuk golongan im adalah semua bangunan  vyang

digunakan untuk kegiatan:
a. Peribadatan dan kcagamaan .
b. Penampungan. pembinaan, dan perawatan orang lanjut usia,

cacat mental/fisik |
Rehabilitast sosial kemasyarakatan.

Pasal 42

Bangunan sosial dapat dibangun dengan KDB tdak lebih dan 60
9% atau didasarkan pada Rencana Tata Ruang Kota.
Pnrn;mf 10 .....
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Paragrat 10
Pangunan Lain-lain

Pasal 43

Yang termasuk golongan ini adalah:

a. Semua  bangunan bukan gedung yang berfungs sebagal
penunjang  bangunan. scperti:menara air, menara antena.
reklame,  gapura, pagar. makam. papan nama kantor dan
sebagainva.

b. Scemua lmngunun ruang vang h::l‘flltlg:'-ii :;r:l_mg:-.li lii::llttuh penun-
jangumum. sepertizpos keamanan. toilet. telepon umum, pos
polisi dan sebhagainya.

c. Bangunan perkerasan tanah, seperti lantai jemur.jalan
aspal beton dan schagainya.

d. Bangunan utilitas, seperti© saluran air.  jaringan  telpon,
jaringan air bersih. jaringan listrik, dan scbagainva.

Pasal 44

(1) Semua  bangunan lam-lain vang mcrupakan  bangunan
penunjang bangunan  uiama  dapat  diletaxkan di daerah
sempadan bangunan dengan  Ketentuan cucuran atap dengan
bagian atas bangunan  tidak melebilu batas kapling dan
Ketmmeeun bancunan memenuh kelentuan vang berlaku serty
Udak menggangeu hnghkungan sekitarnva.

(2) Semua bangunan lam-lmn vang diletakkan di ruang jalan
harus  memenum Kelentuan vang  berdaku  dan bdak
mengganggu kepentingan umum serta keselamatan umum

Bagian Ketiga
Persyaratan Konstruksi
Paragraf |
Bangunan Satu Lantaj

Pasal 45

Bangunan satu lantai adalah bangunan vang berdiri di atas pondasi
dengan peruntukan menzhan beban bangunan satu lantai, serta
pada bangunan tidak terdapat pemantaatan lain selain pada luasan
fantar dasamva.

Fasal 40 ... ..
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Pasal 46

(1) Bangunan satu lantai scmentara tidak diperkenankan berada
dipinggir jalan utama artenn kota kecuali dengan izin Walkota
dan umur bangunan dinvatakan tidak lebih dan 2 (dua) tahun.

(2) Bangunan  satu lantai semenlara vang dipergunahan sebagu

brak Kerja maupun kegiatan lan tidak diperbolehkan untuk
rumah tangga.

Pasal 47

(1) Bangunan satu lantai semi permanen tidak diperkenankan diba-
ngun dipinggir jalan utama’arteri kota.

(2) Bangunan satu iantai semi pcrmancn dapat berubah menjadi

pcrmanen sctelah diperiksa oleh Instansi vang berwenang dan
dinyatakan memenuhi svarat.

Paragral 2
Bangunan Bertingkat
Pasal 48

Yang termasuk kelompok i adalah:

a. Bangunan bertingkat permanen dengan ketinggian 2 (dua)
sampal dengan 5 (hima) lanta

b. Bangunan bertingkat semi permanen dengan ketinggian 2 (dua)
lantai.

Pasal 49

(1) Bangunan bertingkat scom permancn  tidak  diperkcnankan
dibangun di jalan utama.

(2) Bangunan bertingkat semi permanen kelompok in1 tidak dapat
berubah menjadi bangunan permanen.

Paragraf 3
Bangunan Tingg
Pasal 50

Yang tcrmasuk kclompok imi adalah bangunan tinggi permancn
dengan jumlah lantai lebith dan 5 (lima).
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Bagian Keempat
Persyaratan Ketahanan Konstruksi
Paragraf |
Tahan Gempa

Pasal 51

Iap-tiap bangunan dan bagian konstruksinya harus diperhitungkan
terhadap  getaran dan eava gempa bumi sesnail Peraturan Gempa
[ndul]ﬂﬁiﬂ.

Paragraf 2
Tahan Aps

Pasal 52

Thap  bangunan  dan bagian konstruksi  yang  dinyatakan
mempunyai tingkat bahaya api cukup besar harus direncanakan
dengan konstrukst vang tahan api sesuvai dengan ketentuan teknis
vang berlaku.

Paragrat 3
Tahan Angin

Pasal 53

Tiap Bangunan dan bagman konstruksinya vang berada di tempat
vang mempunyar  kecepalan  angim tnggi harus  diperhitungkan
terhadap angin.

Bagian Kelima
Persyaratan Utilitas
Paragral |
lanngan Air Bersih

Pasal 34

(1) Jemis, mutu, sifat bahan dan peralatan instalasi air minum harus
memenuhi standar dan ketentuan teknis vang berlaku.

(2) Pemilithan .....
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I‘::milihun sistem dan penempaltan instalasi air minum harus
discsuatkan dan aman crhadap sistem hingkungan, bangunan-
_L‘-;mgunun lain. bagian-bagian lain dari bangunan dan instalasi-
tstalasy lam schingea tdak saling membahayakan, mengganggu

dan .nmlumkuu scrla memudahkan pengamatan dan
pemehtharaannyyg

Pasal 55

(1) Penwcdaan  sumber arr onum diambil dan sumber  yang

dibenarkan secara resmi.
(2) Sumber air v \ ut
) cramr vang bukan dan sumber resmi hidak  boleh merusak

dan mengganggu lingkungan dan dibuat dengan izin Instansi
ving berwenang |

(3) Untuk  bangunan-bangunan dimana pelayanan air/air minum
tidak boleh terputus. disyaratkan memiliki sumber air/air
mmum cadungan  untuk keadaan darurat dan  penanggulangan
Kebakaran vang jumlahnva cukup untuk memenuhi kepastian
pelavanan, sesuar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 506

(1) Proses pelaksanaan mstalasi air mmumvair bersih harus meme-
nuht standar dan kelentuan Perusahaan Daerah Air Minum

(2) Sebelum instalasy  aw onnumy/uir bersih dioperasikan  harus
dilakukan  pengupian nstalast terlebih dahulu  sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2
Jlaringan Air Hujan

Pasal 57

(1) Dalam  nap-tnap  pckarangan  harus  diadakan  saluran

pembuangan air hujan dan dapat dihubungkan dengan saluran
kota atau dibuat sumur peresapan.

(2) Aur hujan yang jatuh di atas atap dapat disalurkan ke saluran di
atas permukaan tanah dengan pipa-pipa dengan ukuran yang
memadai.

(3) Pemasangan .....
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: sletakan pipa-pipa dilakukan sedemikian
g sehinoen tdak akan mengurangi  kekuatan  dan
kehololiun bangunan.

Paragraf 3
Liningan A Kolor

Pasal 38

(1) Semua  air kotor vang asalnyva dan dapur. kamar mandi;, WC
dan tempat  cuai pembuaneannya harus melalur  pipa-pipa
tertutup dan sesuai dengan ketentuan tehnik vang berlaku.

Y D , : : . r1° '
(2) Pembuangan air kotor dimaksud avat (1) harus dibuang dan

dialirkan ke bak pengolahan (sepuick tank ) menuju sumur
peresapan .

(3) Bilamana ayat (2) tidak memungkinkan, maka pembuangan

arr Rotor - harus  dilakukan melalur proses pengolahan

atau
sumur peresapan,
(1) Telak sumur-sumur peresapan bernjarak mmmal 10 (sepuluh)
meter dart sumber air minum/bersih terdekat dan  atau  tdak
berada  dibagian atas kemiringan tanah terhadap letak  sumber

air minum  bersth, sepanjang tidak ada ketentuan lain vang
disvaratkan/diakibatkan oleh suatu kondisi tanah

Paragrat 4
Pembuangan Sampal
Pasal 39

(1) Setrap  bangunan harus menvediakan tempat sampah  didalam

kaphng secara tertutup dan ditempatkan di lokasi vang mudah
dijangkau oleh armada sampah. -

(2) Datam hal hngkungan tersebut belum dilavani oleh armada

sampah,  maka sampah-sampah harus dimasukkan Kubangan/
dibakar dengan cara-cara yang aman dan baik

Paragraf 3
Instalasi Vlevator [ ift dan I'skalator
Pasal ()

Jenis. mutu bahan dan peralatan instalasi

* vang dipakai, pemilihan
sistem dan proge

ram pelaksanaan instalasi harus memenuhi standar
dan peraturan perundang-undangan vang berlaku

Faragral ) .....
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IParacrat 6

Instalasi Sistim Udara.Pencrangan dan Akustik

Pasal 61

Jemis, mutu bahan dan peralatan instalasi yang dipakai, sistem dan
proses - pelaksanaannya harus memcenuhi standar dan peraturan
perundang-undangan vane berlaku.

Jagian Kecnam
Persvaratan Ilekinkal
PParaorat’ |
Instalasi Listnik

p-.i:-.-iﬂ lf?::".

(1) Jenis, mutu bahan dan peralatan instalasi listrik vang dipakai
seria janngannva harus sesvar dengan standar dan  ketentuan
vange berlabu di Perusabaan Listik Nepara,

(2) Penuhhan  sistem dan penempatannva harus diamankan  dar
buhava gunepuan-ganesuan luar vang mungkin merusak
wnstalus: histiik tersebut.

(3) Proses pelaksanaan instalasi hstnk harus memenuht  standar
dan kelentuan-ketentuan Perusahaan Tastnk Negara,

Paragraf 2
Jaringan Telepon dan Flektronika

Pasal 63

Jenis, mutu, sifat-sifat bahan dan peralatan instalasi  yang
dipergunakan serta proses pelaksanaanva harus memenuhi standar
dan ketentuan lam vang berlaku.

Paragraf 3
Penangkal Petir
Pasal 64
(1) Jems mutu. sifat-silat buhan dan peralatan instalasi  penangkal

petir harus memenuhi standar dan ketentuan vang berlaku.

(2) Pemilthan .....
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- ST : | ) : '
(2) Pemilihan dan penempatan sistem instalas) penangkal petir dan

proses  pelaksanaannva harus memenuht  standas dan
Kclentuan vang berlaku.
BAB IV

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN, MEROBOHKAN
BANGUNAN, VIERUBAH BANGUNAN DAN IZIN
PENGGUNAAN BANGUNAN

Bagian Pertama
[zin Mendmbkan Bangunan
Parawral |
Kewanban dan |.arangan
Pasal 65

(1) Untuk mendinkan bangunan wajib ada izin untuk membangun
dan Wahkota

(2) Dhlarang mendinkan bangunan apabila :
a. lanpa zin bangunan vang dibertkan oleh Walikota -
b. Menvimpang dan ketentuan atau syarat vang tercanfum
dalam 17in bangunan -
c. Menvimpang danm rencana pembangunan yang menjadi
dasar pecmbcenan izin
d. Menyimpang dari ketentuan dalam Perda ini atau  Peraturan
lain vang tidak bertentangan denean Perda ini:
A % b.ﬂ' 1#=:u d- &5 T i‘._‘ 5 i i # 8 ]p . - & i e = b -
iembangun di atas tanah orang lain tanpa scijin pemilik atau
kKuasanva sccara sah termasuk di atas tanah negara

P

(3) lzin bangunan baru mempunyai kekuatan nmn;_:.il;ul setelah
diserahkan kepada pemohon

Paragrat 2
Petunguk Perencanaan

Fasal 66

Sebelum  mengajukan  PIMB pemohon harus munta  petunjuk

lentanyg rencana mendinkhan bangunan kepada Instanst tehnis VAT

berwenang vane meliputi -

a. lenis permintukan baneunan -

b. Luas lantai di ataslapis di atas'di  bawah permukaan  tanah
banzunan

d. Gans sempadan vang ditentukan gambar ukur ;

e Prasentase -~~~
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e

B i e o | ' :
¢. Prosentase luas baneunan terhadap luas kapling ¢

L Spesifikasi pery wpudan bangunan (arsitebtural)
8. bersvaratan perencanaan. pelaksanaan. pcngawasan bangunan
. Hal-hal lan Vang dypandang perlu,

Paragral 3
Perencana Bangunan

Pasal 67

Y Peronoa . y . = : A ; :
(1) Perencana bangunan adalal perseorangan atau badan hukum.
i I

) berencana bangunan dibedakan antara:

/
‘.

- -

4. Perencuna bangunuan sumpin 2 funtan dalam hal inn dapai

dilalukan oleh scoiane ahli vang teluh mendapatkan  surat
Zin bekeria darh Walikota ;

b Perencany bangunun lebih dan 2 lantai dilukukan oleh badan
hukum vang telah mendapat kualifikasi sesua; dengan
bidane dan nilai bangunan -

(3) Perencana bertanggung  jawab  bahwa  bangunan vang

direncanakan telah  memenuh;

persvaratan dan  peraturan
perundang-undangan vang berlaku.

[*aragraf 4
Perencanaan Bangunan

Pasal 68

Perencanaan bangunan terdir atas -

a. Perencanaan arsitektur meliputi -
L) Stteasyiata letak bangunan
2) Denah bangunan ;

3) Tampak bangunun

4) Potongan bangunan :

5) Detail arsitcktur -

6) Tata ruang dalam ;

7) Tata ruang luar

-

b. Pecrencanaan konstruksi mcliputs
t) Perencanaan umum sipil -
2} Perencanaan khusus sipil
3) Perencaaan detail konstruksi.

C. Perencanaatn .....
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¢. Perencanaan utihitas meliputt :
1) Perencanaan air bersih -
2) ITH‘HL'HHHHII |H:|nlf-|_|;nmu|l nir IIUiﬂII .
3) Perencanaan pembuangan air Kotor .
4) Perencanaan pembuanean sampah |
) Perencanaan pembuanean udaragas/uap kolor ;
O) Perencanaan pencrangan dan akushk
7) Perencanaan 1armean dan peralatan mekanikal
8) Perencanaan laringan dan pcralatan clcktnikal.

Pasal 69

(1) Ukuran yang dipergunakan dalam gambar rencana, perhitungan
bestek dan hal-hal lain vang berhubungan dengan itu  harus
satuan metrik.

(2) Bahasa vang digunakan dalam gambar rencanan perhitungan
bestek dan hal-hal  lain vang berhubungan dengan 1tu  harus
bahasa Indonesiasistilah populer.

(3) Peraturanstandar (chnik vang  huarus dipakar 1alah peraturan/
standur tehmik vang berlaku di Indonesia yang antara lain
mehiputi Peraturan Beton,  Peraturan Baja, Peraturan
Konstruksi Kavu. Peraturan Muatan dan standar tehnik vang

berlaku di negara lain tetapi dapat dipakai di Indonesia.

Paragraf 5
Tata Cara Mengajukan PIMB
(Permohonan Izin Mendirikan Bangunan)
Pasal 70

(1) PIMB uiajukan scndin olch perscorangan atau suatu badan
hukum atau oleh suatu pihak vang diberi kuasa olehnya. kepada
Walikota melalut Instansi yang berwenang.

(2) PIMD digyukan sccara tertulis dengan mengist lembar isian yang
discdiskun oleh Instansi yang berwenany  denwan dibubuhi
materar secukupnva.

(3) Instanst yang  berwenanz  memberi tanda  terima PIMB
kepada  pemohon IMB  seleluh semua persyaralun  vang

ditentukan dalam isian lembar PIMRB dipenuhi.

(4) Walikota menctapkan bentuk dan isi lembar isian PIMB.

Pasal 71 .....
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2asal 71

(1) Lembarisian PIMB sckurane-kurangnya berisi kctcrangan ten-
lang | _ o
a. Nama pemohon -
b Alamat pemohon -
¢ Maksud permohonan
d. Jens baneunan vane direncanakan |
Peruntukan bangunan vang direncanakan ;
b Letak pekaranpan tempat vang direncanakan
o Urawan terperinet mengenai konstruksy bangunan.

W ¢

VY K nrn _ . - 2 g
(2) Kcicrangan dalam lembar jsian PIMB dilampin :

a. Sahnan surat bult pemilikan atas tanah yang bersangkutan/

sertitikat 7 surat keteranean  Tanah / surat Keterangan
Pendaltaran tanah / surat pelimpahan penggunaan tanah vang
sah -

L. Bestek bangunan (untuk bangunan tertentu)

L

Peta situast bangunan .

d. Gambar rencana bangunan dengan skala 1:50/1:100/1:200 -

€. Perlmtungan Konstiukst dan perhitungan  instalasi  yang
ditetapkan bazi bangunan tertentu .

. Mama perencana, pelaksana dan pengawas  unluk
bangunan tertentu ;

Persetujuan tetangega untuk bangunan :

1) Bertimgkat 2 (dua) alau lebih

r

2) Bangunan vang dibangun Kurang 2 (dua) meter dan batas
lanah ;

3) Bangunan unlul:: Kegialun  vang dapal menimbulkan

gangauan.

Paragrat' 6
Pengecualian IMB

Pasal 72

[IMD tidak diperlukan untuk pekerjaan-pekerjaan di bawah ini

a. Bangunan yang sifainva sementara, dengan syarat bahwa luas
dan tingginya udak bertentangan dengan ketentuan Instansi
tehnis vane berwenang .

b. Pckecnaan ...
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b. Pekerjaan Pemeliharaan perbaikan bangunan antara lain :

1) Memperbaiki banpunan dengan tidak merubah konstruksi,
dan luas lantai bangunan serta denah bangunan

2) Pekerjaan memplester.  memperbaiki  retak  bangunan,
memperbatki ubin bangunan .

3) Memperbaiki penutup atap tanpa merubah konstruksinya ;
3) Memperbaiki lubang cahaya udara tidak lebih 1 m™:

5) Membuat pemisah halaman tanpa konstruksi :

0) Memperbaiky langit-langit tanpa merubah jaringan lain.

¢.  Bangunan vang dibuat oleh Pemerintah Kota Magelang.

Paragral 7
Penieriksaan Umum
[Pasal 73

(1) Instansi tehnis vang berwenang memeriksa PIMDB yang diajukan
mengenal  syarat-syarat adminstratif, tehmk  dan  lingkungan
menurut peraturan vang berlaku.

(2) Inslunst tchnis yung berwenang dapat memanggl secura lertuhs
pemohon IMB untuk menvempurnakan PIMB

(3) Instans1 tehms vang berwenang menvampatkan PIMB kepada
Waulikola dengan dilampin pertimbangan dan perhnlungan bhava

ang harus dibayar.

Paragraf 8
Keputusan IMIB
Pasal 74

(1) Walikota memutuskan PIMB selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
terhitung dan ditecnmanya PIMB olch  Instansi tchnis vang
bervwenang .

(2) Keputusan tentang PIMB disampaikan kepada pemohon secara
tertulis dengan surat tercutat atau melalui ekspedisi

(3) Apabila datam waktu enam bulan pemohon belum mendapatkan
i maka iz dengeap telah dibenkan dan pemohon berhak
mendapat surat keputusan 1zin pembangunan darn Walikota .

IPasal 706 ... ..
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Pasal 735

(1) PIMB  dapat  dikabulkan wuntuk  scluruh  bangunan  vang
direncanakan atau sebascian vang secara struktural mcmpﬂkﬂﬂ
bagian vang lerpisah.

(2) PIMB diolak apabily pekennan mendinkan bangunan yang
direncanakan dalam PIMD bertentangan dengan :

@ Rencana tata ruang hota |
b. Nepentinzan umum -
. Ketertiham dan keamanan umum -
d. Kelestanan, keserasian dan kesermbangan hingkungan
¢. Hak dan Kepentingan pihak ketiga
. Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Penolakan PIMB diberitahukan dengan Surat Walikota disertai
alasan penolakannva,

Pasal 76

(1) Penerbitan  Surat Keputusan IMB dilakukan apabila semua
persyaratan. PIMB telah dipenuhi dan pemohon telah  melunasi

retribusi IMB.
(2) Kepulusan PIMB dapat ditunda berdasarkan alusan -

4. Pemenntal Dacrah masith memerlukan waktu tambahan
untuk pemlaman khusus persvaratan konstruksi, arsitektur.
mstalast alau kelenekapan bangunan serla perbimbangan
mlai lingkungan yvang direncanalan dalam PIMB :

b. Pemecnntah  Dacrah  sceara nvala

scdang merencanakan
Rencana Tata Ruang Kota.

(3) Penundaan  keputusan PIMB  ditetapkan dalam Keputusan
Waltkota dengan menyebutkan alasan pcnundaannya.

(4) Penundaan keputusan PIMI3 berdasarkan alasan tersebut pada
ayat (3) hanya dapat dilakukan sckali dan untuk Jangka waktu
tidak lebih dar tiga bulan terhitung sejak ditetapkan .

Pasal 77

(1) IMD benisi keterangan lentang :
a. Nama penerima IMB -
b. Alamat penerima IMB -

¢ Jenis ... ..
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¢. Jemis banounan vane dnzinkan :

Jdo Peruniukan bangunan vang duzinkan .

. Letak pekarangan tempat bangunan vang diizinkan .
2. Retnbust IMB vane ditctaphan;
h. uas Haneunan vang dnzmkan.

L w , .
(Z) IMB disertm Limpiran vang bense kelerangan lenlang

a4, KKS bangunan untuk bangunan tertentw/ bertimgkat bangunan
hneep -

b. Pela situuas buangunun
¢. Gambar rencana bangunan denganskala 1:50/1:100/1:200 :

d. Perhitungan  konstruksi dan instalasi yang ditetapkan  bagi
haneunan  bertingkatrbangunan  tinggi’bangunan  dengan
rentane febil dan 10 (sepululi) meter,

Pasal 78

(1) IMBE  hanva berlakn bagi orang atau badan pencrima  IMB
Vang namanva tercanium dalam [MI3.

(2) Bila karena suatu hat orang atau badan penerima IMB tidak lagi
menjadi pthak vang mendinkan bangunan dalam IMB tersebul

IMD itu harus dimohonkan balik nama kepada Walikota
melalur Instansi tehnis vang berwenang |

(3) Permohonan balik nama IMB digjukan secara tertulis dengan

mengist lembar isun oy vang chsedikan oleh Tnstans lehms vany
berwenang .

Pasal 79

(1) Lembar isian  permohonan balik nama MR
kurangnva hensi keterangan tentang -

sekurang
a. Nama pemohon ;

Alamat pemohon ;
c. Nomor dan tangeal IMB vane bersangkutan.

(2) Bila penerima IMB tidal lagj menjadi pthale vano mendirikan
hangunan karcna meninggal atan hubar,

i ketcrangan  dalam
iembar isian dilampin

a. Akta kematian atau akte pemhuharan vane sah -

K. Qeipdt -0

Scanned by TapScanner



4
|

b. Surat  keteranpan bahwa  pemchon  balik  nama IMB
adulah rCiIC ik Yang ::uh Larena I-.n:muliuu atau
peimbubaran pencrima IMDB vang bersangkutan :

o dabhinan IMB vane bersanchutan,
Pasal 80

(1) Bua pemohon IMB memmgzal atau bubar sebetum PIMB vang
diyuban diputuskan, werhadap PIMB ite bdak diambl keputusan

- Y .
(<) IMB vang ditetaplan  setelah  memmngealnva  atau  setelah
bubarnva pemohon. tidak mempunvar kekuatan hukum.

Pasal 81

IMB sementara dapat  diberikan  kepada pemohon  dengan
mencantumban persvaratan bashwa bangunan  tersebut ukan
dibongkar lagi  setelah melewati jungka waktu vang diberikan
teriewati. -

Paragrat 9

Pelaksanaan Pekerjaan Mendirikan Rangunan

Pusal 82

Pekerjaan mendirikan bangzunan berdasarkan MR dilaksanalkan
sesuatr denpan rencana vang telah disvahkan dalam IMB

Pasal 83

(1) Selama pekerjaan mendirikan bangunan dilaksanakan pemilik
IMB dapat  diwapbkan menutup lokast tempat ‘
bangunan dengan pagar Pengamai
pmiu vang rapat.

mendirikan
yang mengelihng: dengan

(2) Settap pemegang IMB wajib memasane panan + juk v

2 papan petunjuk vang
mcmuat k:t-.:r.in;_:.an icitang : | o
a. Nomor IMB dan Iul:;:-gub! IMB
0. Nama pemihik IMB |
c. Waktu pelak sanaan pekerjaan -
d. Jenis bangunan -
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¢. Peruntukan bangunan ;
" | okasi kaphne -
o Pelaksana pekenjaan .
h. I'encawas pekerjaan
(30 Retentuan debih Tanjut tentane  pemasangan  papan petunjuk
dinnuat didalam Eeputusan Wahkota.,

(b Ik terdapat sarana hola vang  lerganggn alau lerheny
TCHCan pembungunan.  maka  pelaksunaan penundahaan/
pengamanan tidak bholeh dilalukan sendin, melainkan  harus
dikerjakan oleh pihak yvane berwenang atas biaya pemilik IMB.

Paragral 10
Pelaksana Bangunan

Pasal 84

(1) Pelaksana banpunan adalah perscorangan atau badan hukum.

@ it - P eyl ore 4 g ¥ 4
(2) Bila pelaicsana bangunan adalah badan hukum, kepadanya
diwapibkan memiliki kualifikasi scsuai peraturan vang berlaku,

(3) Pelaksana bangunan melaksanakan perintah dan bertanggung
jawab Kepada perencana bangunan dan pemilik IMB.

Pasal 85

(1) Pclaksanaan pckerjaan mendirikan bangunan olch  pclaksana

bangunan perscorangan tidak berlaku bagi bangunan sebagai

benkut

a. Bangzunan Khiusus ;

bh. Bangunuan hngg ;

¢. Bangunan gedung negara’pemernintah :

d. Bangunan dcngan luas lantai Iebih dann 300 m2/bertingkat
lebih dan 2 (dua) lantar

¢ Bangunan komplek perumahan.

(2) Pclaksanaan pckerjaan mendirikan bangunan terscbut avat (1)
pasal in1 harus dilakukan oleh suatu badan hukum. vang menda-
pat1zin beKenja sebagaimana dimaksud pada pasal 84 ayat (2).

Paragrat |1 .....
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Paragral 11
Pengawasan Pelaksanaan IMB

Pasal K0

(1) Sclama  pekerjaan mendirikan bangunan dilakukan, pemilik
IME diwajibkan meneusahakan agar salinan IMB _bcscﬂa_,
Lampiiannyva vang diberikan kepadanya ditempatkan di lokasl
pch-..:t_iuuu apar pelupgus lllhhlll:ji tehns yang l.}t:l‘.'v'f:llﬂllg pudﬂ
sctiap  hesemipatan dapat membuat catatan tentang .

a. Pemenbsaan umum yang dilakukan

b. Dimulainva pekenaan-pekerjaan ;

¢ Hasil penvehidikan-penycehdikan _

d. Peringatan-peringatan yang perlu diberikan kepada pencrnima
M3

Pengawasan  pelaksanaan IMD dilakukan di bawah tanggung
jal\\.’uh chulu Instansi Vang b-’.:rwr:nung yang dalam hal 1ni
diluksunakan oleh Petugas yang memelikt tanda bukt berupa:

a. dSurat tugas

1J

b Kt landa pengen:l
asal 87

Pemihik  IMB  wapb membantu  terselenggaranva  pemenksaan
pelaksanaan pekergaan mendinkan bangunan sebaik-baiknya olch
netugas  Instanst techmis vang berwenang  denpan membenkan
ceterangan  dan menunjukkan segala sesuatu vane diminta etugas
tersebut.

’asal 88

ietugas Instansi tehnis yang berwenang, memiliki kewenangan
untuk : |

a. Memasuky dan memenksa  tempat  pelaksanaan

1> | pekerjaan
mendirikan bangunan sctiap saat pada jam kerja ;

L. Memenksa  apakab baban banpgunan yvang digunakan sesuai
dengan Persyaratan Unium Bahan Bangunan (PUBR) dan RKS -

¢. Memenntahkan menyingkirkan bahun baneunan vang ditolak
setelah pemenksaan, demikiar pul;‘; alat-alat vaneg dimmgﬂp
herbahava serta merugikan kese T im )
crbahava serta merugikan keschatan/keselamatan umum ;

d. Melarang ... ..
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d. Meclarang digunakan pekerja yang dianggapnya tidak ahli untuk
pekeraan tersebut dan atan pekena vang masth dibawah umur -

¢. Memoernntahkan pcnghentian  scgcra pckcerjaan mendirikan,
schagian atau seluruhpyva untuk sementara waktu apabila :

) Pelabksanaan pendinian bungunan menyimpang dan 1zin
vang  telah  ditentukan  atau  svarat-svarat  yang telah

dih.:l:upl.:,m :

2) Pelaksanaan  baneunan  bertentangan dengan  ketentuan
vang berlaku ;

3) Penngatan tertuhs dan Instanst lchms yang berwenang
tidak terpenuhi dalam jangka waktu vang telah ditetapkan.

Bagian Kedua
zin Mcrubah Bangunan
Paragral’ |
Petunjuk Perencanaan Merubah Bangunan

Pasal 8Y

Sebelum - mengajukan  permohonan Izin Merubah Bangunan,
pcmohon dapat minta  petunjuk terlebih dahulu tentang rencana
merubah bangunan kepada Instansi tchnis yang berwenang .

Pasal 90

Ketentuan dalam Pasal 72 juga berlaku bagi Izin Merubah Bangunan

Paragraf 2
Perencana Merubah Bangunan

Pasal 91

(1) Perencanaan m_eruhﬂh bangunan dibuat oleh perencana
angunan seperti tersebut pada pasal 67
(23 Ketentuan avat (1) Pasal i tidak berlaku bag;
a. Bangunan dengan penambahan ridak Ichih dar 10 m?
. Bangunan dengan penambahan sementara.

(3) Perencanaan merubah banounan meliputi:
a. Perencanaan arsitekiur -

. Perencanaan ... ..
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b I’erencanaan konstruks: -

c. Perencanaan instalast.
Pasal 92

Ketentoan dalam Pasal 00 juga berlaku bagr rencana perubahan

bangunan

Paragral 3

Cara mengajukan Permohonan lzin Merubah Bangunan

Pasal 93

Kctentuan dalam Pasal 68 dan Pasal 69 juga berlaku bagi pengajuan
permohonan 1zin Merubah Bangunan.

Pasal 94

(1} Lembar isian permohonan Izin Merubah Bangunan seckurang-
kurangnya berisi tentang :
a. Nama pemohon ;
b. Alamal pemohon |
¢. Jems bungunan vang diubah
d. Lokasi bangunan yang dinbah ;
e. |.ctak perubahan bangunan vang direncanakan :
[ Berkas Izin Pengeunaan Bangunan (10D,

(2) Keterangan  dalam  lembar isian permohonan 1zin Mcerubah
bangunan dilampin :
a. IMB bangunan yang diubah ;
b. Gambar rencana perubahan bangunan ;
¢. lzm letangea untuk buangunan
1) Botinghat 2 (dua) atau lebih
2) Bangunan yang dibangun kurang 2 (dua) meter dari batas
tanah -
3) Bangunan  uniuk  fempat  Kegiatan  vane  dapal
mcmmbulkan gangguan,

Paragrai <
Pemberian [zin Meiubah Bangunan
Pusal QS

Ketentuan dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 juga berlaku bagt

nembernan Izin Merubah Haneunan
Darmpgrai 2 -«

|
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aragraf S
I’clak s: ekerjaan Merubah Bangunan
claksanaan Pekerjaan ivierubah bangun

Pasal 96

Pekenjaan merubah bangunan dapat dimulai scgera sctelah
ditcrimanya lzin Mcrubah Bangunan.

[’asal 97

Netentuan dalam Pasal 82 sampar dengan Pasal 88 juga berlaku
bagi Pelaksanaan 1zin Merubah Bangunan.

IParagrat 6
Pelaksanaan Merubah Bangunan

Pasal U8

(1) Walikota menetapkan pekerjaan merubah bangunan tertentu
harus dilaksanakan oleh pelaksana bengunan ;

'ﬁ r - " L] L]

(2) Ketentuan dalam Pasal 67 juga berlaku bagi pelaksanaan Izin
Merubah Bangunan.

Jaragral 7
Pengawasan Pelaksunaan 1zin Merubah Bangunan
’asal Y

Ectentuan dalam Pasal 86 sampar dengan Pasal 8% juga berlaku
bag1 Pengawasan Pelaksanaan lzin Merubah Bangunan.

Bagian Ketiea
[zin Mcrobohkan Bangunan
Parapral’ | _
Klasitikasi Merobohkan bangunan
Pasal 100 )

Merobohkan bangunan dilakukan berdasarkan -
a. Penntah merobohkan banzunan -
b. Izn merobohkan bangunan.

Paragrat 2 ... ..
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Paragrat 2
Perintah Merobohkan Bangunan

Pasal 101

Dengan  memperhatkan Monumenten Ordonnantie (S.1931-238)
danatan Pernturan Daerah lentang Tala Ruang Kola sertd Peraturan
Dacrah  tentang Bangunan. Walikota dapat memenntahkan
kepada pemilik untuk merobohkan bangunan vang dinyatakan :

a. Rapuh ("bouwvalleg") : |

b Tidak sesum d{*ng:lh rencana tata ruang kota dan ketentuan lain.

Pasal 102

(1) Walikota menvatakan suatu bangunan. seluruhnya atau
sebugian adalah rapuh ("bouwvallex™) bila bangunan tersebul
seluruhnva atau  sebagian,  dalam keadaan rusak  hingea
membahavakan  umum. penghuninva  atan pthak  kehga,
ataupun mengeaneeu keindahan hingkungan.

(2) Walikota menvatakan  suatn  bangunan adalah  rapuh
(houwvalleg) atau tidak scsuai dengan rencana tata ruang kota,

(3) Walikota menyatakan suatu  bangunan adalah rapuh atau
karcna alasan umur atau tungsi atau estetika atau  tradisional

berdasarkan pemenksaan dan pemlaian Instansi tehnis vang
berwenang .

(4) Instansy tehms vang berwenang dalam melakukan  pemenksaan
dan pemlaian bangunan tersebut harus membentahu pemiliknva
lerlebth dahulu.

Pasal 103

Pemilik bangunan vang diperintahkan merobohkan bangunannya
tidak dibecbani retrnibusi merobohkan bangunan

["aragraf 3

Perstapan Mengajukan lzin Merobohkan Bangunan
Pasal 104

Sebelum  mengajukan permohonan Izin Merobohkan Bangunan
pemohon  harus terlebih dahuly minla pelunjuk tenlang rencana

merobohkan bangunan kepada Instansi tehnis yang berwenang vang
mchputs

a. Tujuan .....
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a. lupan atau alasan merobohkan bangunan ;
ersvaratan mernbohk an haneunan °

¢ Lata merobohkan bangunan

ke

[Tal-hal lain vang dianggap perlu.

Pasal 105

f h T, : 2 .
(1) Perencanaan  merobohkan bangunan dibuat oleh perencana
yangunan

%

(<) Netentuan aval (1) pasal i tdak berlaku bagy:
4. Bungunan sederhana -

b, Bangunan tidak bertinegkat dan tidak tingg:.

Pasal 106

Perencanaan merobohkan Lanzunan meliputy:
2 Sistem merobohkan baneunan -

':' L Wi [T L1 X R - |
b. Pengelolaan pelaksanaan merobohkan bangunan ;

oo Cara pelaksanaan merobohkan bangunan.

Paragraf 4
Cara mengajukan Permaohonan Izin Mcrobohkan Bangunan

Pasal 107

F g ‘ s I— i & i :
?u..h,n!unn dalam Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72 berlaku bagi
pengajuan permohonan izin Merobohkan Bangunan.

Pasal 108

(1) Lembaran  isian  permohonan Izin+ Merobohkan Bangunan
sekurang-kurangnya berist tentanao )
a. Nama pemohon .
L. Alamat pemohon ;
¢. Jemis bangunan vang akan dirobohkan :

d. Umur bangunan vang akan dirahohkan -
- F |

¢. Tuwpuan merobohkan -

f. ._.clul:. bangunan yang akan dirobohkan -
g. Pelaksana vang akan merobohkan -

o Izan tetanpea vang berbatasan

(2) Keterangan .....
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(2) Keter: angan dalam lembar isian permohonan Izin Merobohkan
Bangunan Jdil, ampin

a. IMDB bangunan vane akan dirobohkan
b. Uraian biava merobohban -
¢. Berkas lzin Pengzunaan Bangunan (1PB).

Paragral 5
Pembenan 1zin Merobohkan Bangunan

Pasal 109

Netentuan dalam Pasal 70 sampar dengan Pasal 81 juga berlaku bag
pembenan Lan Merobohkan Bangunan.

Paragraf 6
Pelak samn: '
claksanaun Lan Merobohkan Bangunan

Pasal 110

Pekerjuuan m::mhuhLun bengunan baru dapal  dimulas sek urang-
kurangnva 7 (tujuh) har setelah Instansi tehnis vang berwenang
'ncm"rnpnihnn satinan Izin Mcerobohkan Bangunan kepada fClangea
vang verbatasan dengan bangunan vang akan dirobohkan.

Pasal 111

Pekerjaan  merobohkan  hancunan berdasarkan Irin Merobohkan
- . ) = : Ly g

Sangunan dilaksanakan  menurui cara dan rencana vang disahkan
dalam [zin Merobohkan Bangunan.

Pasal 112

(13 Walikota menciapkan pekerjaan merobohkan bangunan tertentu
“harus dilakukan oleh pelaksana bangunan;

I

i:’?-j ]'.\'-.:h.:”illu“ d“l“l” [J&f"l.'.!.i 'I-..]-.:: Iuga h"‘:ll::-"'.b..u bﬁﬂl pﬁhtliﬂall
merobohkan bangunan | |
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Paragraf 7

Peneawasan Pelaksanaan [zin Merobohkan Bangunan

Pasal 113

Naetentoan Jdaliom Pasal So .~;;nn|1ali Jenpan Pasal 83 juga herlaku

bagi pengawasan pelaksanaan Izin Mcrobohkan Bangunan.

ioian Keempat
[zin Pengeunaan Bangunan
Paragraf |
LUmum
Pasal 114

(1) Berdasarkan  surat keterangan tentang  selesainva  pekerjaan
mendiikan merubah  bangunan, pemibik IMB mohon  1zin
porlama kalt  untuk mular pemakaian bangunan  vang
bersangkutan, dengan menvertakan kelengkapan lampiran vang
telah ditentukan oleh Instans: tehnmis vang berwenang.

(2) Walikola  memben Lan Penggunaan Bangunan,  dengan
peruntukan bangunan sesuar dengan vang ditetapkan dalam
[ME.

(3) Dengan alasan  apapun kcpada pemilik  Izin Penggunaan
DBangunan tdak diperkenankan melanggar isi  ketentuan
didalamnya.

(4) Apabila tenadi perubahan penggunaan bangunan vang telah
ditetapkan  dalam IMB. pemilik IMB diwajibkan mengajukan
permohonan IPB vang baru kepada Walikota.

Puragraf 2
Tata Cara 'engajuan IPB
Pasal [13

PIPB  digyukan sendin oleh perseorangan atau suatu badan  atau
sualu prhak vang diben kuasa olehnya, kepada Wahkota melalus
instansi tehms vang berwenang |

Pasal 116 ...
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Pasal 116

(1) PIPB  diajukan sce: ara tertuhis denean mengisi lembar  asian
vang disediakan oleh Instansi tehnis vang berwenang dengan
dibubuhi materaj secukupnya.

(2) Walikolta menetapkan bentuk dan isi lembar isian PIPB.

Pasal 117

(1) LLembar isian f'::-rmnlmnun [zin Penggunaan Bangunan sckurang-
hu:uu-.__-n}-u beris te nlang

a. Nuamag Pemohon

0. Alamal pemohon -
¢. Jemis penegunaan bunuunan vang dimchon :
d. Tzmn PP Cnegunaan Bangunan schelumnva

¢. Lokasi bangunan - vang dimochon.

(2) Keterangan dalam lembar isian Permchonan Izin Penggunaan
Bangunan dilampin:
ol. w“i

b, B I».:.-m 11713 hulruhunll}*u >

¢ Perscetujuan leiangea  vang  berbatasan untuk bungunan
lerienlu ;
d. Gambar denah dan tampak bangunan.

Pasal 11§

Instansi (chnis vang berwenang member tanda terima PIPR kepada

pemohon IPB setelah semua persyaratan vang ditentukan dalam
I} dipenuhi

Paragraf 3
Pemerniksaan Umum

Pasal 119

(1) Instansi  tehnis  yang berwenang memeriksa PIPB vang
digjukan  menoenai syarat-svarat administrasif  tehnik dan
Ingkungan menurut pelaturan vane berlaky.

{E} Instansi tetinis vang bL!’“FnhIlﬂ j;_ipﬂ{ memaneggil secara
tertulis pemohon [PB untuk menvempurmakan PIPB.

Paragratd4 ...
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I"araorat 4
Kcputusan IPB

Pasal 120

(1) Walikota memutuskan PIPB sclambat-lambatnya 2 (dua) minggu
terhitung  dan ditennimanya  PIPIS oleh Instansi tehnis vang
berwenung.

“Y - T - B -
(2) Keputusan tentang PIPB disampaikan kepada pemohon secara
lertuhs dengan surat tercatal atau melaly; ekspedis,

Pasal 121

o 1‘ . rgt i) & -""._‘ 3 y :
(1) Penverahan Reputusan  IPB dilakukan  apabila  semua

persvaratan PIPB telah dipenuht dan pemohon telah membavar
retnbus IPB.

7y P . ' 1- . ;

(2) PIPB  dapat dikabulkan untuk seluruh  bangunan vane
direncanakan atau schagian vang sccara strukiural MCriparnan
bagian yang terpisah.

Pasal 122

(1) PIPEB ditolak  apubila  bangunan vang  direncanakan
pengzaunaannya l'."..‘r‘u:n!:'mgittl dﬂl]g&!i :
4. Kencuana lata ruany kot ;
L. Kepentingan wimnum ;
¢. Ketertthan dan keamanan umum -
d. Kelestanan keserasian dan kKeseimbanean hinekunean -
e. Hak dan kepentinean piliak ketiog - | |
Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e

(<) Penolakan PIPD dibenialhiukan dengan Surat Walikota disertai
alasan penolakannya.

Fasal 123

(1) Keputusan PIPB dapat ditunda berdasarkan alasan ;

4. Pemenniah Daerah magh memeritkan wakiu tambahan
untuk pemiman khusus persvararan konstruksi.  arsitektur.
imstalasi atau L-.:Iu:ngk;ip;m bangunan scria pertimbangan nilai
Imgkungan vang direncanakan dalam PIPB :

U ITUCH NN
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b. Pemerintah  Dacrah  secara nvata sedang merencanakan

Rencana Tata Ruane Kota.

“¥ ) = r ¥ .
(2) Penundaan Keputusan  PIPDB diteta
Wahikota denean menvebuthan alasan

penundeannyva,

kan  dalam  Keputusan

(3) Penundaan  Keputusan PIPD berdasar

aval (1) hanva apat dilabukan sekah dan untuk 1angka  waklu

tdak lebih darg tea bulan teilitung
alch Instans; h:llnh vang berwenang.

Pasal 124

Jangka
(dua
status hak 1anah.

Pasal 125

(1) 1PB berisi Keterangan tentang :
a. Nama penenma IPB :
i

D. Alamal pencenima IPB .
Lokast bangunan yang diizinkan -

Masa berlakunva [P}3 .
Restribust IPB vang ditetapkan.

» e a o

(2) IPD disertar lampiran vang bersi

a. Gambar denah dan tampak bangunan :

b. Peta situas) bangunan.

Puasal |26

(L) IPB - berlaku bagi orang atau badan penerima [PB vang namanva

lercantum dalam PR

2) Bila Kaiena suatu hal orang atau badan penerima IPB tidak lagi
menjadi prthak vang mendirtkan banzunan tersebut. maka IPB
itu harus dimohonkan balik nama  kepada Walikota melalus

Instansi tehnis vang berwenans

(3) Permohonan balik nama IPE diajuk:
mengist lembar  1sian vang disediakan oleh Instansi  tehnis

vang berwenang .

wakiu maksimum Lzin Pengeunaan Bangunan adalah 20
puiuh) tthun atau dengan memperhabikan berakhimya masa

Peruntukan bangunan vang diizinkan -

in sccara tcrtulis dengan

Lan alasan tersebut  pada

sejak  ditenimanya PIPB

pasal 127 .....:
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Pasal 127

(1) Lembar isian permohonan balik nama IPB sek urang-kurangnya
bensi keterangan tentang
a. Nama pemohon -
b. Alamut pemohon

. hJ .
CooNomor dan tanggal 1PB vang bersangkutan

"
(<) Bila penenma IPB nidak lagt menjadi pthak vang mendimkan
bDangunan  kharena memnugal alau lembaga ataa badan hukum

bubar, keterangan dalam lembar isian dil: ampir :
a. AKta Kematian atau akia pcmbubaran vang sah ;

E: " ] " L]

h. Surat keterangan bahwa pemohon balik nama 1PB adalah
penerima  hak vaneg sah karena kematian atau pembubaran
penernima IPB yang bersangkutan ;

¢. Salman IPB vang bersangkutan,
Pasal 128

(1) Bila pemohon IPB mceningeal atau bubar sebelum PIPR vang
diajukan diputuskan, terhadap PIPB itu tidak diambil I‘L[llﬂll"ﬁdll

(2) IPI3  vang ditetapkan sctelah meninggaluva atau  setelah
bubarnya pemohon. tdak mempunvai kekuatan hukum

Pasal 129

[PB  sementara  dapat diberikan dencan mencantumkan syarat
datam [PB tersebut bahwa  baneunan vane bersanokutan ;L.ﬁn
dikembalikan perintukaniva - dibonekar setelah lewainya jangka
waktu yvang ditctapkan dalam IPBE sementara.

Paragrat 4
tengecualian

Pasal 130

[PB tidak diperiukan untuk bangunan tersehut di bawah ini-
a Bangunan penunjang vang sifatnva sementara

b. Bangunan iempat ibadah |

¢. Bangunan pengairan dan inigasi

d. Bangunan jembatan penyeberangan.
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BAB V

PEMBONGKARAN , PENGOSONGAN , PENCABUTAN DAN
SANKSI DENDA
$agian Pertama
Pembongharan

FPasal 131

(1) Setiap bangunan vang didinkan atau dirubah tidak berdasarkan
i mendirhan buncunan atav zin merubzh bangunan, atau
ketentuan -~ ketentuan lain dalam Perda 1im Walikota dapat
memenimtahkan kepuda  penmbknya unfuk membongkar

bangunan tersebut sebagian atau seluruhnya atas biaya dan
beban resiko penilik

(2) Bila selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sesudah perintah
pembonekaran tersebut pnd:i avat (1) I'asal 1ni disampaikan
perniik bangunan  tidak mematuht perintah tersebut, Walikota
atas - buya dan resiko pemilik bangunan dapat membongkar
bangunan tersebut, sehagrun atau seluruhnva.

(3) Retentuan ayat (1) dan (2) pasal ini jugza berlaku untuk
bangunan vanyg wan bungunannya karena sesuatu hal telah
dicabut atau batal demi hukum.

(1) Pelanggaran atas Pasal 7 ayat (2) juga dapat dikenakan sanksi
menurut Pasal i

(5) Waliketa udak wajib memberi ganti rugi dalam bentuk apapun
dalam pclaksanaan pembongkaran menurut Pasal ini.

Bagian Kedua
Pengosongan
Pasal 132

(1) Sctiap penggunaun bangunan vang tidak berdasarkan ketentuan
dalam IPB serta Ketentuan-ketentuan lain dalam Perda ini
Waulikola dapat memenntahkan untuk dikosongkan.

?

2) Bila sclambat-lambatnyva 15 (ima belas) hari sesudah perintah
pengosongan tersebut avat (1) Pasal ini disampaikan  dan
pemilik bangunan udak melaksanakannya, maka Walikota atas

mayva  pemilix  bangunan  dapat mengosongkan bangunan
tersebut.

Bagran Ketipa
Pencabutan
Pasal 134

1;*‘.in Mendinkan Bangunan dan izin Merubah Bangunan dapat
dicabut atau batal demi hukum apabila -

a. Pt:rf;j;nrnmn ——
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a. Persyaratan vang menjadi dasar dibenkannya Izin Mendinkan
Bancunan atau [2in Merubah yangunan terbukt ndak benar ;

b. Menvimpang dan Letentuan dalam Pcraturan Dacrah 1n1 atau
Peraturan lam vang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah
T

¢. Dalam waktu O fenany) bulan setelah dibernitkannva 1zin, ptmilik
e mendimban merubah bungunun belum mular pelaksanaan
pekenjaan  mendinihan merubah bangunan atau  pekerjaan
vang  telah dimulag danggap olech Instanst yang berwenang
sehagm pekerpann persiapan

d. Setelah pekerjaan mendirikan'merubah bangunan dimular |,

1‘ y l- " - W
nemindian dihentikan hertarut-turut sclama 6 (cnam) bulan atau

lebih tanpa penvelesaian -

¢ Pelaksanaan pekernjaan mendinkan/merubah bangunan

menvimpang dan rencana yang disahkan dalam izin mendirikan/
mcerubah bangunan -

L. Ketentuan  dalam huref b dan ¢ Pasal i dapat diperpanjang
oich Walikota  apabila  alasan-alasan vang menvebabkan
Lelerlambalan dimulainya atau diselesaikannya pekerjuan dapal
diterima.

Pasal 134

(1) Pencabutan 1zin  mendirikan/merubah bangunan ditetapkan
olch Walikora secara tertulis dan disamparkan kepada pemilik

izin - mendirikan/merubah  bangunan dengan disertai alasan
pcncabutan.

(2) Pemilik izin mendirikan/'merubah bangunan diberi kesempatan
untuk mengemukakan keberatannva dan mohon peninjauan
kembali pencabutan 1z mendirikan/merubal bangunan kepada
Walikota dulam waklu 14 (empat belas) han terhitung dan har
selelah disampatkannya pencabutan izin mendiikan / merubaky
bangunan.

Pasal 135

(1) IPB  dapat dicabut apabila dalam pelaksanaan penggunaan
bangunan tidak sesuai dengan ketentuan [’B yang telah
disahkan atau menvalahi svarat-svarat tcknis vang ditentukan
datlam Ketentuan peraturan perundung-undangan vang berlak .

(2) Apabila .....
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l-:.r} A[\Hbilﬂ anum [umpn O {t.:num) bulan St!jﬂk dikeluarkann}'a
[PB. pelaksanaan penggunaannya  belum dimulai, maka [PB
tersebut dinvatakan tidak berlaku lagi.

(3) Pencabutan IPB ditetapkan olch Walikota secara
tertulis - dan disampaikan  kepada  pemilik IPB  dengan
disertar alasan pencabutan.

(4) Pemubk  IPB  diberi kesempalan  unluk  mengemukakan
keberatannya dan mohon peninjauan kembali pencabutan IPB
kepada Walikota dalam waktu 14 (cmpat belas) han terhitung
dan har setelah disampaikannya pencabutan IPB.

Bagian Keempat

Sanksi Denda
Pasal 136

(1) Selain sanksi berupa pembongkaran. pengosongan dan
pencabutan |, Walikota dapat mengenakan sanksi denda
seunggi-ingginys 50 % (lima puluh persen) dan  harga
bangunan,

(2) Pelaksanaan ketentuan Bagian Pertama sampai dengan
Keempal Bab imi, tidak  menghapus  Kelentuan Pidana vang
diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi
IMB.

BAB VI
PENYIDIKAN
Pasal 137

(1) Pejabat  Pegawai  Negen Sipil tertentu  dilingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penvidik
untuk  melakukan penvidikan tindak pidana sebagaimana

dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana. B

(2) Wewenang  Penyidik  sebagaimana dimaksud pada avat (1)
Pasal ini adalah - -

a. Menerma mencari. mengumpulkan dan meneliti keteranean

atau laporan  berkenaan  dengan tindak pidana agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

b. Meneliti, mencan dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang  pribadl atau badan tentang kchenaran perbuatan
vang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana :

¢. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi
atau badan sehubungan dengan tindak pidana :

d. Memenksa | buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana :

e. Melakukan .....
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(1)

(

3)

t.J

)

A9

c. Mecelakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bulkts
pembukuan. pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta
melakukan penvitaan terthadap bahan bukt tersebut

L. Menunta bantuan  tenaga ahli dalam  rangka pelaksanaan
tueas penyvidikan tindak prdana .

Mcnvuruh o berhenti melarang  sescorang mennggalkan
ruangan ataue lempal pada saal pemenksadn sedang
betlunesung Jdan memenbsa dentitas orang  dan atau
dokumen sebagaimana dimaksud pada hurufe ;

i

h. Memofbiel sescorany vang berkaitan dengan indak pdana

1. Memanggil  orang untuk didengar Keterangannya dan
diperiksa schagai tersangka alaa saksi ;

1. Menghentikan penyidikan ¢

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penvidikan undak  pidana menurut hukum  vang  dapat
dipertanggung jawabkan,

envidik - sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) DPasal ini
membentahukan  dimulainva  penvidikan dan menyampaikan
hasit  penyidikannya kepada  penuntut umun. sesuai dengan
kKetentuan vang  diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun
19¥1 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 138

Bangunan vang telah didinkan dan telah mempunyai IMB dan
alau  [PB berdasarkan  Peraturan Dacrah vang lelah ada
sebelum  berlakunya Peraturan  Dacrah  ini, dianggap telah
mendapatkan IMB dan atau IPE menurut Peraturan Dacrah ini.

Bagr bangunan yang pada sazat berlakunya Peraturan Dacrah
ini telah  didinkan tanpa IMB dan atau IPB maka diwapbkan
selambat-lambatnya 12 (dua  belas) bulan  setelah

diberlakukannya Peraturan Daerah ini sudah mendapatkan IMD
dan 1PBnva.

Pennhik bangunan yang telah memiliki IMB seperti dimaksud
puda aval (1) Pasal i wapb mengajukan permohonan 12n
pengeunaan bangunan |

Pasal 139 .....
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Pasal 139

Bangunan yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini sedang
diproses PIMBnva atau sedang dilaksanakan berdasarkan IMB
menurut - Peraturan  Dacrah vang  berlaku  sebelumnya, tetap

diberluk ukan berdasarkan Peraturan Daerah tersebul .
Pasal 140

(1) Pelaksanaan Pasal 138 avat (1) serta Pasal 139 dikecualikan
bagt IMB dan atau IPB vang ditetapkan berdasarkan Peraturan
Duerah sebelumnya. vang  kemudn lerbuky dapal dikena

sanksi pencabutan izin, pengosongan dan pembongkaran.

(2) Sankst secbagaimana tersebut pada avat (1) Pasal ini dapat
dilaksanakan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 141

Dalam hal-hal tertentu Walikota dapat membenkan izin atau
menentukan lain dan ketentuan - ketentuan yang diatur dalam
Peraturan Daerah i1, dengan mempertimbangkan ketertiban umum,
keserasian lingkungan, kesclamatan dan keamanan jiwa manusia
seleluh mendengur pendapat para ahli / Badun Penasehal Teknis
Bangunan.

BARIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 142

Hal-hal vang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini. sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannva diatur lebih lanjut oleh Walikota.
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Pasal 143

Lenuan llclluhun};i Peratwian Daciah i . maka Peraturan Daerah
I'-.ul;nn:ui}:l Kepala Dacrah Twgkat [T Magclung Nomor 268 Tahun
17TV i~ i. s Lr Ve r
197X tentang bangunan dan Perumahan otamadva Dacrah Tingkat

. - . .
Il Magelane dinvatakan tidak berlaku laoi.

Pasal 144

3 e = g AT o £ - g . ! . = -
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangeal diundangkan.

A : St 2 :
AZAT supava schap orang dapat menpctahminva, memcenntahkan

pencundiangan Peraturan Daersh ini dengan penempatannyva dalam

it R = o i L T e E -
.eml aran Daerah Kota ."'*u"!-.tt.*.t!.’.]f't‘_*.

Disahkan di Magelang

pada tanggal 28 Mey 2001
WALIKOTA MAGELANG

V772

HLFATIRIYANTO

Diundangkan di Magclan
pada tanggal | Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

NIP. 2300 032 655

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2001 NOMOR 44
SERT D NOMOR 42
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PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAI KOTA MAGELANG
NOMOR 5 TAIIUN 2001
TENTANG
BANGUNAN DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

L PENJELASAN UMUM

Scbhagaimana diketahui bahwa Peraturan Dacrah yang mcngatur tcntang
bangunan dan perumahan di Kota Magelang vang lama sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembanpgan Kota Magelang oleh karena itu Pemenntah Daerah Kota

Magcelang mﬂtnmldung pullu |1‘n:uetapl.un Peraturan Daeral tentang bungunan dan
12 mendimkan hun;;;un:m

Peraturan Dacrah i mengatur pelaksanaan  pembangunan termasuk 1zin
mendirikan bangunan yang meliputi antara lain
I Klasihikasi Bangunan.

2. Persvaratan Bangunan,

3. [zin Mendirikan Bangunan, Merabohkan Bangunan, Merubah Bangunan, dan
I7in Penepunaan Banpgunan

4. Pembongkaran, Pengosongan Bangunan Dan Pencabutan Izin.

Bahwa sctiap bangunan harus  dibangun  dengan mempertimbangkan
kekuatan, kekakuan, dan kestabilan dan segi struktur. Adapun peraturan standar
tehnik vang dipakai adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang Tata Cara,
spesitikasi, dan metode uji vang berkaitan dengan bangunan gedung,

Dengan demikian Peraturan Dacrah int dimaksudkan untuk mewujudkan
terttb bangunan dalam artt menciptakan ingkungan yang aman, tertib dan sehat

IL PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal | . Pasal i memuat pengertian istilah vang dipergunakan
dalam Peraturan Dacrah i,

Dengun adanya  pengertiun istilash  tersebut dimaksudkan
untuk  mencegah tmbulnva  salah talsic dan salah
pengertian  dalam  memahami dan melaksanakan pasal-
pasal  vang bersangkutan sehingea baik warga
masvarakat maupun aparatur  dalam menjalankan hak
dan kewajtban  dapat  berjalan  dengan lancar  dan
dapat dicapai tertib administrasi

Pasal 2 s/d 4 . Cukup Jelas

rasat d avat et ).....
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asal davat (i) o Gans seinpadan pun-:l:l:u h:lngun:m terfuar adalah batas
vang tidak boleh dilivmpam oleh kaki pondasi ke arah luar
bangunan dan atau Lapling,

Uambar:

nh,n as jalan
LIt e 144 } ilotasi
T ' I - -|I }-_"r. > ’ ,.s-";.fr A yYaris sempadan Pgﬂdazf
: — A -I : iy
1 Feszey R E';-;;’-"»'--*i*::f.’i; bAngunan
| RS B b:lebar jatan (DAMIA)
T =t 1 s bangunar
i t 1
| | : . i w #
| 1 J-_-. R -—l i [____ R & » '? YL |:.|
[ ‘_._ e | r I j
;-_. — SRR Cesr e i e - —J-—J‘L,'Hf' Czmin 1.5
| I . 4. sisa  luas bangunan
| i ' **—}1-5{’ terhiadap luas persil

as jalan

Pasal 6 ayat{l) . Garis sempadan pacar  adalah  gcanis  sempadan vang
diatasnya atau sejajar di belakangnya dapat dibuat pagar.

Gambar

e

=
=F
L

i
= . ]
-.-_.-".-l‘ o |
—
l
&

CAMIJA

{

lu-:\
-_-‘l'.-"'-!f;

-:_..l

..I__-——l- =
;meﬂﬂﬂn I . badan jalan

i paguar lb.ﬂii“ﬂﬂ
Le:luar

~

‘Pasal Gavat (2)  : Gambur

——

pagar lembus pondcng
( tansporan )

T lalan
p ' 5m ~
( ' o b T . |
i_ P P T i b = -k it £ T INTY i

_f

sempadan
0aqQar teriuar

:Pﬂf-;:il 6avat(3) : Gambar:

} garis lenQrug pagar
ditentukaen atas dasor
fungsi can percnan Jalan

i
} :"*"—""'—'*-'*_ -------- 1 @s Jalan
|

Scanned by TapScanner



!.:-I"t

S | " " T -
11t AN L) BHITE il : . . : 1
EH & B ol mpadan jalan masuk adalah eans  sempadan vang
Bpeq¥aga s : - |
a']'.-] L1 l..ll‘I . = [ » f W o - . % | & oy o LT, % ,J 1, = F .-..‘i
S atau sepmar di belakangnya mular dapat dibuat
K dimulainya jalan naik/turun

i
‘ ¥ 1 L] i &
FUEILDY Masi

Crambuyg

_ ! |
_! f
i | |
1 ! !: |
| | |
i i |
i | i
| .
el 1 ;
| B g * crit sempocan
o — ' selon masuk
1 __L

Pasal Zayat (2} o Berkaitan Jdengan banegunan yang  membutuhikan jalan
Leluar/masek untuk bangcunan wmuam atau SRTITTITRIY lain

L |
LA

vang  membutuhkan  jalan keluarmasuk  secara ierpisah
(lebnhy dan <t

Pasal & avat(l) : Gars sempadan teras alau cucuran uhqﬁluruh;uhﬂuh eans
sempidan vang  di atmsnva atan sepajar diobelakangnya
dapat dibuat teras.

Gambar -

Notasi =

a *min
| ,a0 M

[ S

uwlh'i‘rihl-ul—'u!l- ol b \ Jmad
L]
L i
1 i

Pasal 9 sid 11 - Culkup Jeias

Pasal 12 avat (1) : Gambar:

min 200m | | mwn 100 m

--*-l—-

6SB ' 1 Gse

— il —

——SSE

Scanned by TapScanner



- e By
Jayal g«

L |
=

' bnngaﬁﬂn

min
20m l
ase '
sungar kecl }
fanah sunga

/

cs wlaf '.I hcngunan
[ e T
19-15 M * '
- (0SB
J?;i;::km saluran/ t— jﬂ'ﬂ“
sungal INspeks

12 avat(4) : Gambar:

- 1 Ll . "
21ap Inspersy

s3luran )iphah

tekyrang- +

cyrangnvi

i3lag incoelci

ey lyran 'Ii'-lt'-'-.‘.h

lehih Aari S N

3N
1 13 ayat (1)
vai (2 Gambar :
: Tiang Anrena NOB
Oedung [
Jaringan kawal | Bangunan disini tak boleh
A = - / ~ tanah. I bang menggunakan rangka
‘ \\H}f/ } | Daja/ metal
'*H“"'--..,_ | _,.-"'"l u————ﬁ—éiﬂﬂﬂm
200m '} I0oA™ '
A=~ ;
—— ff . LO:m
i
"f’—'-EGO m"""‘_"';" Tﬂt_-';"_,.uj.h.u.u.i- T :i-:.-,l- .n.nil?c-;ﬁ,._i-_--f:._:_r_.' .
Lu3s tanzh dan lokasi + 200m b
perletakan NOB. PENSYANATAN BATAS- BATAS

KETINGGIAN DISEKITAR NHD B.

Scanned by TapScanner



I1-;~;;1| [ aval 1)

F S |
aval (<)

Pasal 13 s d 6
Pasal | 7 avat (1)

Pasal 17 ayat (4)

Pasal 29 avat (5)

Pu_-;u] -'H:I bl.! 33

Pasal 34

Pasal 35 s/'d 45
Pasal 46

Pasal 47 <'d 50

Pasal 51

Pasal 32 ¢/d 36

Pasal 57 avat (1)
Pasal 57 ayar (2)
Pasal 37 ayat (3

Pasal SR avat (1)

Pasal 38 ayar (2)

Syaral-svar:
ararat o kKeschatan misalnya - pencrangan yang

'L'Hll-.l'l' ) ‘*-,.I L . |
| irh lll.lal PCritanhan udarn vang bak
¥ . | i

o antara laimn -
a. | miu, e

ndela, vennilast.

b, I‘f.:n}. choal g

o Parlenyg 1 );
"-“-qL-Jr'dII. |:cu_~.mll;1:u1 il [u.:l.‘-lll.

d Poerlenol .. '
_L ltll;_;-.lp.m pembuangan aar kotor sampah dsb.
¢ Khamar mand; W(.
SVarat-syar - "
N varat Keselamatan misalnya © bahaya kebakaran,

hanmn ‘MO '
T Bempa pangguan hewan atan kejahatan .

Cukup Iclas.

Culup Jelas

\*'Hllg_ dimaksudkan  adalah mengembangkan  konscepsi
arsitektur bangunan tradisional schingea akan lebih kreatif.
Cukup Ielas

Yang dimaksnd memben petunjuk tentang besarnva ningkat
L?Filiuuu terhadap ancaman jiwa  secara visual vang dapat
dipahami para pemakai bangunan .

Cukup jeias.

LAY ' - gt =

rang  dimaksud dengan fasilitas  lingkungan secara
memadur adalah bahwa penvediaan  fasilitas lingkungan
(antara  lam tanah  terbuka. jalan, saluran, fasilitas sosial
dan  bungunan) dihviung  berdasarkan  kelentuan  standar
vang berlaku .

Cukup jelas .

Yang dimaksud dt.:}.;!._z,un Kegiatan lain adalah Pedagung kaki

lima dll
Cukup jclas.

Yang dimaksud denpan getaran dan gaya gempa adalah
semua gaya yang timbul akibat gempa bumi atau pectaran
lainnya yang mempengaruhi kestabilan bangunan tersebut.

Cukup jelas.
Cukup jelas .
Dimaksudkan supaya udak terjadi genangan air.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.

Cukup Jclas.

Scanned by TapScanner




T:'l.";ll :""H Ll"'-l”. {_ _1 1 '. [l[i\_-ﬂ_-f,;

i

bengolahan
dahuhy dar Kuman

sebhelum di

bertujuan  agar air kotor dibebaskan
atan zat-zat lain yang  membahavakan

*l.‘ B L] . = P ) N ™ ™
N . ke  peraran umun, proses i dilakukan
SeCara Kimigwg

pasal 38 avat (4) : Cukup Jelus
'J:-iii :-.l 5'd OS5 : Llllkt.’lll Jl.,'l._j:'-.i,
'*J_mll 66 : I_’L:i'l]nhnn

e harus minta petunjul:  berarti  pemohon harus
L) ihll F, . pE e : i

U terlebih  dahuty tentang  rencana  mendinkan

bangunan tersebuyy

|Iil.'"i:|f O s l.! 70 (EIILHI} _IL:I;”;
ll.',l.'ltli F,T -'..1:1 al JI.fl lh
' : I . .'*' ’ r v . . .
hurul d - Jems bangunan : permanen, semi permanen, temporer.

o : Y, . % X .
haru! ¢ - crunifuk an hr.'ll’tEllH:IH - perumahan,  Kanlor,  industn,

perdagangan,

L 1R . e h- % TP .
hore! - Letak pekarangan - alamat 1alan .

Pasal 71 avat (2) Bangunan lerlentu pada huarul” (b) pasal wm adalah

banpunan vane diusyaratkan atau menurut pertimbangan
Dinas Pekenaan Umum dapat  diklasifikasikan  schaga
bangunan yang dapat menimbulkan gangpguan.

Pasal 72 - Cukup Jelas.
Pasal 73 ayat (1) : a. Syarat administratif berupa : ketentuan  pembayaran

biava. kelengkapan gambar dsh,
b. Syarat teknis berupa : persyaratan  konstruksi. letak
bangunan tinggi bangunan. dsb.
Pasal 71 s'd 82 Cukup jelas.
Pasal 83 ayat (1) Yang  dimaksed  menutup lokast tempat  mendirikan

bangunan adalah agar para pekerja, bahan-bahan bangunan,
hnekungan sekitar pembangunan aman.

avat (4) @ Sarana Kota berupa @ Listnk, telephone dsb.

Pasal 8S avat (1) @ Yang dimaksud dengan pelaksana bangunan  perseorangan
adalah  orang yang ahli dan cukup berpengalaman dalam
bidangnva.

Pasal R6 s/d 123 - Cukup jelas.

Pasai 124 - Setelah 20 (dua puluh) hart tahun dapat diperpanjang lagi

izinnva dengan mecninjau status pemilikan tanah.
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Pasal 125 5/d 139+ Cukup jelas.

Pasal 140 O IMB O dan atay IPB vang telah ditetapkan berdasarkan
Pcraturan Dacrah scbelumnya dinyatakan tctap berlaku.
Apabila setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan kemudian
lerbukti IMB dan atau [PB tersebul © Cacat Hukum * maka
pl.:luL:-'uHuun ;;u“i;:;in}ru .._lupui diluksanukan pu.du nias>u
berlakunya Peraturan Daerah ini.

pasal 141 5/d 144 0 Cukup Jelas,
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